
SEMARANG (KR) -

Presiden Joko Widodo me-

ngatakan, proyek pemba-

ngunan tanggul pengen-

dali banjir dan rob di

Tambak Lorok, Kota Se-

marang, Jawa Tengah di-

targetkan selesai pada

Agustus tahun ini. Pem-

bangunan ini diperkira-

kan bisa menahan rob

dalam jangka waktu 30

tahun.

Presiden Jokowi menga-

takan hal itu saat menin-

jau proyek pembangunan

tanggul laut di Kota

Semarang, Senin (17/6).

Dengan selesainya pemba-

ngunan tanggul laut terse-

but diharapkan bencana

rob yang selama ini sering

melanda Kota Semarang

bisa teratasi.

”Progres pembangunan

proyek pengendali banjir

dan rob di Kota Semarang

ini sudah terlihat. Biaya

yang sudah dikeluarkan

untuk pembangunan pro-

yek ini  sudah mencapai

Rp 386 miliar,” tutur Jo-

kowi.

Pj Gubernur Jawa Te-

ngah Nana Sudjana me-

ngatakan, proyek yang di-

kerjakan Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

(PUPR) ini juga ditujukan

untuk penataan kawasan

kampung nelayan di wila-

yah pesisir tersebut. Saat

ini progres pembangunan-

nya sudah mencapai 85

persen.

Setelah pembangunan

proyek selesai, akan
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● RABU 29 Mei 2024 sore,

ibu mertua saya periksa di

klinik. Pulang dari klinik,

mampir warung pecel lele

langganan. Sebelum meme-

san, dihadang penjualnya

sambil berkata, ÓWau ba-

pake sampun saking mriki

tumbas tigang porsi, Bu.Ó

Ternyata bapak mertua saya

memang sudah membeli pe-

cel lele, sebelum ibu mertua

datang. (Ichsanudin Ahmad,

Prenggan RT 02 Palbapang,

Bantul)-d

DALAM konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,

ekonomi bela negara memainkan peran penting untuk me-

ningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan dan

kepuasan hidup masyarakat dalam berbagai aspek, terma-

suk dalam aspek ekonomi. Dalam ekonomi bela negara

berarti bahwa para pelaku ekonomi berperan penting dalam

kemajuan bangsa dengan cara yang sesuai dengan dasar

Pancasila dan UUD 1945 yang dianut Indonesia.

Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan tren yang

positif dalam beberapa tahun terakhir.  BPS mengungkap-

kan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 tum-

buh sebesar 5,11% (yoy). Pulau Jawa menjadi kelompok

peranan terbesar yakni mencatat peranan sebesar 57,70

persen  dalam cakupan ekonomi di Indonesia walaupun

saat ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,84 persen jika disandingkan dengan triwulan 1-

2023 (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak luput dari

adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang di-

lakukan oleh perusahaan di Indonesia untuk mewujudkan
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JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan

Informatika sudah memblokir sebanyak 2,1 juta situs

web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau

online di Indonesia. Jumlah situs yang diblokir tersebut

dipastikan terus bertambah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan

informasi pemblokiran situs judi daring itu dalam

diskusi bertajuk ‘Mati Melarat Karena Judi’ yang dipan-

tau secara daring dari Jakarta, Sabtu (15/6). ”Sudah 2,1

juta, tentu bertambah ya. 2,1 juta itu terhitung beberapa

hari lalu,” katanya.

Usman mengungkapkan, peladen (server) yang teri-

dentifikasi dengan situs web judi daring itu mayoritas

berasal dari situs luar negeri di negara Asia Tenggara.

”Termasuk juga tadi aliran dananya, seperti yang disam-

paikan oleh Bang Natsir (Koordinator Kelompok Humas

PPATK) itu banyak yang di luar negeri, di negara-negara

Asia Tenggara,” jelasnya.

Meski begitu, Usman menegaskan Kominfo memiliki

tiga mekanisme dalam melakukan pemberantasan judi

daring. Pertama, melalui automatic identification
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BERANTAS JUDI ONLINE

Kominfo Blokir 2,1 Juta Situs

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya menyatakan, uang

palsu (upal) dengan nominal  Rp 22 miliar yang dicetak di

sebuah kantor akuntan di Kawasan Srengseng,

Kembangan, Jakarta Barat, belum sempat diedarkan ke

masyarakat.

”Ini kita patut bersyukur sudah diungkap kasus ini, ti-

dak sempat menyebar ke masyarakat,” ucap Kabid Humas

Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat

di konfirmasi di Jakarta, Senin (17/6).

Saat ini pihaknya masih mendalami peredaran uang pal-

su tersebut apakah bakal disebarkan ke Jakarta atau di lu-

ar daerah. ”Ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas

dari para tersangka diamankan barang bukti yang tadi ya

uang Rp 22 miliar, uang palsu pecahan Rp 100.000,”

katanya.

Ade Ary juga mengatakan, terdapat tiga tersangka yang

ditangkap terkait uang palsu miliaran rupiah ini, yakni M,

YA dan FF. ”Mereka ditangkap di Jalan Srengseng Raya

Nomor 3 RT 1/RW 8, Srengseng, Kembangan, Jakarta

Barat. Ketiganya ditangkap pada 15 Juni 2024. Adapun

uang palsu ini rencananya mau disebar untuk Idul Adha,”

katanya. ”Jadi ini sudah diamankan oleh penyidik

Ditreskrimum berawal dari adanya informasi dari masya-

rakat. Akhirnya ditindaklanjuti oleh penyidik dan

akhirnya berhasil diungkap oleh penyidik,” katanya.

Dikatakan, ketiga tersangka dikenakan Pasal 244 dan

245 KUHP. Mereka terancam pidana maksimal maksimal

12 tahun penjara. (Ant)-d

BELUM DIEDARKAN

Upal Rp 22 Miliar Terungkap

MUHADJIR SOAL BANSOS JUDI ONLINE 

Penerima Adalah Keluarga, Bukan Pelaku

JAKARTA (KR) - Men-

teri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Menko

PMK) Muhadjir Effendy

menegaskan mereka yang

menjadi sasaran penerima

bantuan sosial (bansos)

korban judi daring atau ju-

do online (judol) bukan pe-

laku, akan tetapi pihak

keluarga. Penegasan terse-

but sebagai klarifikasi in-

formasi yang beredar bebe-

rapa hari terakhir di ber-

bagai kanal media sosial

terkait dengan gagasan Kemenko PMK untuk pemberi-

an bansos korban judi daring.

”Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pe-

laku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena

itu pidana. Nah yang saya maksud penerima bansos itu

ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami,”

katanya setelah Salat Idul Adha di halaman Kantor

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng,

Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Muhadjir, gagasan pemberian bansos terha-

dap korban judi daring tersebut menjadi salah satu ma-

teri yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan

pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan

Perjudian Online. Menko PMK berkapasitas sebagai

Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online

mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi

Tjahjanto yang menjabat sebagai ketua dalam struktur

tim ad hoc tersebut. Pembentukan satgas tersebut ter-

tuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21

Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Muhadjir menilai bansos tersebut akan membantu pi-

hak keluarga yang menjadi korban perilaku judi daring.

Hal demikian dikarenakan keluarga, khususnya anak

dan istri, bukan hanya mengalami kerugian secara ma-

teri tetapi juga kesehatan mental, bahkan sampai beru-

jung kematian, sebagaimana terjadi dalam banyak ka-

sus. ”Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tang-

gung jawab pemerintah, khususnya  kami Menko PMK.
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SELASA LEGI

Proyek Pengendalian Rob Tambak Lorok, Selesai Agustus

MASIH DIBAHAS DI BANGGAR DPR RI

Defisit Anggaran untuk Makan Siang Gratis
JAKARTA (KR) - Men-

teri Koordinator (Menko)

Bidang Perekonomian Air-

langga Hartarto mengung-

kapkan, penurunan target

defisit anggaran 2025 yang

ditekan pada kisaran 1,5

persen hingga 1,8 persen

dari PDB untuk membiayai

program makan siang

gratis pemerintahan Pra-

bowo-Gibran masih diba-

has di Badan Anggaran

(Banggar) DPR RI.

”Masalah defisit masih

dalam pembahasan di Ba-

nggar. Kita tunggu sampai

pembahasan diselesaikan,”

kata Airlangga di Masjid

Ainul Hikmah Jakarta

Barat, Senin (17/6).

Selain itu, ia merespons

pagu atau batas anggaran

tertinggi beberapa ke-

menterian yang dipangkas

Menteri Keuangan Sri Mul-

yani. Menurutnya, ang-

garan kementerian masih

belum ditetapkan dan bisa

berubah karena pemba-

hasan masih terus berlan-

jut.

”Masing-masing ke-

menterian/lembaga (K/L)

itu ada menterinya dan ma-

sing-masing menteri punya

program. Itu dibahas an-

tara kementerian dengan

mitranya di DPR dan itu

masuk ke badan anggaran

(Banggar),” jelas dia.

Sebelumnya, Kamis

(30/5), Menteri Keuangan

Sri Mulyani menjelaskan,

strategi anggaran pen-

dapatan dan belanja negara

(APBN) untuk bisa men-

gakomodasi program ma-

kan bergizi gratis yang

diusulkan  Presiden terpilih

Prabowo Subianto. ”Se-

muanya selalu menanya-

kan tentang makan  siang

gratis. Jadi, kami memberi-

kan kerangka besar, am-

plop besarnya. Ini lho

APBN yang nanti kami

sampaikan kepada peme-

rintahan baru, posturnya

seperti ini,” kata Sri

Mulyani dalam Seminar

Nasional Jesuit Indonesia

di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengakui

ada tantangan untuk pen-

erapan program tersebut.

Namun, untuk memitigasi

tantangan itu,
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KR-Antara/Narda Margaretha Sinambela

Airlangga Hartarto

KR-Budiono

Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek pembangunan tanggul laut di Kota
Semarang. 

KR-Primaswolo Sudjono

Jemaah haji Indonesia sedang melaksanakan prosesi Mabit di Muzdalifah.

JAKARTA (KR) - Ke-

tua DPR RI Puan Maha-

rani menyatakan bakal

menyiapkan panitia khu-

sus (pansus) untuk meng-

evaluasi pelaksanaan Iba-

dah Haji 2024. Pansus itu

bertujuan agar pelayanan kuali-

tas haji ke depan menjadi lebih

baik. Apalagi, evaluasinya

secara komprehensif, se-

hingga dapat memperbai-

ki kekurangan-kekurang-

an pada pelaksanaan

ibadah haji 2024.

”Tim Pengawas (Tim-

was) Haji DPR berencana mem-

bentuk pansus untuk mengevalu-

asi penyelenggaraan ibadah haji

2024,” ujar Puan dalam keterang-

an tertulis di Jakarta, Senin

(17/6), seperti dilaporkan Antara.

Puan Maharani menjelaskan,

meskipun pelaksanaan ibadah

haji tahun ini lebih kondusif ke-

timbang tahun lalu, namun kuali-

tas pelayanan harus terus diting-

katkan. Menurut Puan, Timwas

Haji DPR masih menemukan

banyak kebijakan yang perlu per-

baikan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan haji.

Beberapa aspek yang menjadi

perhatian Timwas Haji DPR, di

antaranya tentang manajemen
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